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Agenda 

 Disyahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
pada 15 Januari 2014, menyebabkan terjadi 
perubahan signifikan dalam pengelolaan desa. Dari 
sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur 
khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari UU 
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

 Berdasarkan hasil kajian dan korsup pencegahan KPK 
di daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan di 
daerah masih rendah 

 Jumlah anggaran dana desa dalam APBN 2015 cukup 
besar (Rp.9,06 T) yang akan disebar ke + 73000 
desa di seluruh Indonesia 
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Agenda 

27 April 2015 

Sekilas tentang Korupsi dan 
Strategi KPK 

Potensi Korupsi Dalam 
Pengelolaan Keuangan di Desa 

Mekanisme Pencegahan Korupsi 
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Sekilas tentang Korupsi dan Strategi KPK 



27 April 2015 

Korupsi di Indonesia 
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Korupsi di Indonesia 



Penanganan Perkara TPK oleh KPK 
(data terdakwa, per 31 Desember 2014) 

Dari 448 terdakwa yang ditangani KPK 47,8% berasal dari eksekutif 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam 

Negeri (Kompas, 2012), pada periode 2004-2012, total ada 290 kepala 

daerah terlibat kasus hukum. 



 

PENGERTIAN KORUPSI UU 31/1999 jo UU 

20/2001 
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Penyebab Korupsi 



Road Map KPK 

27 April 2015 



Pentingnya Pengelolaan dana di Desa menjadi 

Fokus Kegiatan Pencegahan KPK 

27 April 2015 

 Besarnya dana yang mengalir ke desa 

 Regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh 

stakehoder 

 Luasnya dan variatifnya karakteristik desa di 

Indonesia 

 Tingginya potensi korupsi di daerah  

 Rawan ditunggangi kepentingan politis 
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Grand Strategi KPK : Pencegahan Terintegrasi, Penindakan 
Terintegrasi,  Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi dengan 
Pelibatan Peran serta Masyarakat 
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Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa 



Sumber-sumber Pendapatan Desa dari APBN  

27 April 2015 

Pendapatan Desa 
yang bersumber dari 
APBN 2015 : + Rp. 

61,1 Trilyun 

Alokasi Dana Desa :  

+ 40,4 T  

(10% DAU + DBH-DAK) 

Alokasi dari APBN 
(Dana Desa :  

Rp. 20,7 T) 
Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH 

maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan 

untuk desa dialokasikan ke desa melalui 

kabupaten. 
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1. Latar Belakang : Sumber Dana Desa 

27 April 2015 

Provinsi 

4. Dana Desa 

Program/Hibah 

RPJMDes & APBDes 

Kabupaten/ 

Kota 

1. ADD: 10%  dari DAU + DBH 

2. 10% dari bagian dari Pajak & 

Retribusi 

3. HIbah 

6. Program 

K/L 

APBN  

Dana Transfe ke Daerah KL 

KEUANGAN DESA 

5. 

PADes 
6. Sumber Lain 
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Perencanaan: 
RPJMdes, RKPdes, 

APBdes 

Pelaksanaan  
kegiatan: 

pembangunan, 
pemberdayaan & 

pemerintahan 

Pengadaan  
barang/jasa 

Penyaluran & 
pengelolaan 

dana  

Pertanggung 

jawaban  
(minimal 2 kali)   

Monitoring & 

Evaluasi 

Latar Belakang :  

Potensi/Titik Rawan yang terjadi 
Rawan: Elit capture, rencana 

penggunaan anggaran tidak 

sesuai aturan 70% 

(pembangunan-30% 

(operasional); kick back kepada 

oknum di Pemda untuk pencairan 

Rawan: nepotisme, 

tidak transparan, 

korupsi 

Rawan:  mark up, tidak transparan, 

rekayasa,  korupsi, tidak dilakukan 

dengan swakelola, partisipasi masy 

rendah 

Rawan: rekayasa 

laporan/fiktif, tidak 

transparan 

Rawan: Formalitas,  

administratif,  

terlambat dalam 

mendeteksi korupsi 
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Mekanisme Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan 

Keuangan di Desa 



Potensi Korupsi dan Strategi Perbaikan di   : 
PENERIMAAN NEGARA 
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Potensi Korupsi dan Strategi 
Perbaikan : BELANJA NEGARA 
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SEKTOR KORUPSI POTENSI KORUPSI STRATEGI

KEUANGAN DAERAH

MASUK KE APBD: PENYALAHGUNAAN 

WEWENANG, PENGGELAPAN

SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN DAK/DAU 

TIDAK MEMILIKI STANDARDISASI 

ALOKASI PENGGUNAAN DANA TIDAK 

TRANSPARAN

PERDA TIDAK MENGACU KEPADA 

PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

PENERTIBAN PERDA DAN 

TRANSPARANSI & AKUNTABIILITAS  

PENGGUNAAN PUNGUTAN

DIJADIKAN SUMBER PENGHASILAN APARAT 

DI DAERAH
PENINDAKAN

DANA ALOKASI UMUM/ 

DANA ALOKASI KHUSUS/ 

DANA DEKONSENTRASI

PERBAIKAN SISTEM PENGANGGARAN, 

TRANSPARANSI, PENGAWASAN, 

AKUNTABILITAS PELAPORAN

PUNGUTAN DAERAH

Potensi Korupsi dan Strategi Perbaikan : 
KEUANGAN DAERAH 
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Upaya Pemberantasan Korupsi oleh KPK di 
Daerah 

 Penanganan Korupsi dalam PBJ 

 Perbaikan Layanan Publik 

 Penertiban Pengelolaan Bansos di Daerah 

 Penertiban Aset daerah 

 Penertiban Perda Bermasalah 

 Pengawasan Pemanfaatan SDA : Alih Status Hutan, 

Illegal Logging, Kuasa Pertambangan 

 Penanganan Gratifikasi penempatan dana APBD di 

Bank Pembangunan Daerah 

 



Membangun Pencegahan Pengelolaan 

Keuangan Desa 

• Kajian Pengelolaan 
Keuangan di Desa (on 
going) 

• Penyusunan Rencana 
Aksi Bersama 
Stakeholder Terkait 

2015 

• Pemantauan Pelaksanaan 
Rencana Aksi oleh KPK 

• Mendorong Sosialisasi 
Pencegahan Korupsi di 
Tingkat Desa  

2016 • Pemantauan Pelaksanaan 
rekomendasi KPK atas hasil 
kajian Dana Kapitasi di 
FKTP 

• Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan Korupsi  
Pelaksanaan Pengelolaan 
dana desa KPK dan  

2017 
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PERBAIKAN 

SISTEM 
 

Aturan/Perundangan 

 

Lembaga/Kewenang

an 

 

Tata Kelola 

 

Sarana/Prasarana 

 

Lingkungan 

Pendukung 

PERUBAHAN 

PERILAKU 
 

Definisi Nilai 

 

Pembakuan Nilai 

 

Transformasi Nilai 

 

Internalisasi Nilai 

 

Pemeliharaan 

Perbuatan 

Baik dan Terpuji 

PEMBANGUNAN   

BUDAYA 
 

Pendidikan 

 

Pengetahuan 

 

Etika Sosial 

 

Pembiasaan Perilaku 

–  

Tradisi 

 

Pendekatan Agama 

 
 
Langkah Membangun  
Budaya Anti Korupsi Bersama-sama 



 
Membangun Integritas Nasional  
dari Individu 
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TERIMA KASIH 


